KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL -LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang
Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi
dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan pengelola
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Keputusan Komisi Pemilihan = Umum
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengelola
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten



Mengingat

i

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten



Menetapkan

KESATU

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun
2025 Tentang tentang Pedoman Teknis Penggunaan
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TENTANG PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL -LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN.

Menetapkan Pejabat Penghubung dan Admin Unit
Penyelenggara Pelayanan sebagai pengelola sistem pengelolaan
pengaduan pelayanan publik nasional -layanan aspirasi dan
pengaduan online rakyat di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Klaten.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten



KEDUA

KETIGA

Pejabat Penghubung dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai
berikut:

No Nama Jabatan Kedudukan
Dalam Tim
1. | Budi Sambodo | Kepala SubBagian Pejabat
TPP dan Hukum Penghubung
2. | Moh Fajar Dwi Pelaksana Admin Unit
Nugroho SubBagian TPP dan | Penyelenggara
Hukum Pelayanan

Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

a. mengomunikasikan pengaduan yang diterima dari Admin
Instansi/Organisasi kepada pejabat berwenang di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk
ditindaklanjuti;

b. memantau tindak lanjut pengaduan dari pejabat
berwenang terkait penyelesaian pengaduan;

c. Dberkoordinasi dengan Admin UPP dan/atau aparat
pengawasan intern pemerintah dalam penyelesaian
Pengaduan apabila diperlukan;

d. memberikan informasi kepada Admin Instansi/Organisasi
mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah-
langkah  yang  dilakukan untuk  mempercepat
penyelesaian;

e. memberikan respons awal dan jawaban atas tindak lanjut
penyelesaian Pengaduan;

f. memantau dan memberikan tindak lanjut kembali apabila
pengadu memberikan tanggapan atas laporan yang sudah
ditindaklanjuti;

g. dalam hal belum tercapai jawaban final atas pengaduan
setelah seluruh prosedur tindak lanjut penyelesaian
pengaduan dilakukan, menginformasikan kendala dan
tindakan yang akan atau telah dilakukan kepada pengadu
untuk memenuhi target jangka waktu penyelesaian; dan

h. tugas-tugas lain atas petunjuk pimpinan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Klaten.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten



KEEMPAT : Admin Unit Penyelenggara Pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertugas sebagai operator untuk
membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan
pengaduan pada internal unit penyelenggara pelayanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten
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